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ABSTRACT 

This study examines the disharmony between Law Number 31 of 1997 concerning Military 
Justice and Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court in handling 
corruption cases committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel. This 
issue creates legal uncertainty, as seen in the 2023 Basarnas corruption case, which 
ultimately led to a jurisdictional conflict between the Corruption Eradication Commission 
(KPK) and the Indonesian National Armed Forces' Military Police (Puspom TNI) over their 
respective authorities. This conflict between the two laws, which is lex specialis, is 
triggered by the use of different approaches, including the subject (perpetrator) approach 
by the military court and the object (criminal act) approach by the Corruption Court. This 
study uses a normative juridical method with secondary data in the form of laws, books, 
and journals, as well as primary data from interviews, which are analyzed qualitatively. The 
results indicate that this conflict of norms has negative implications, including the potential 
for impunity, obstacles to corruption eradication, and discriminatory legal treatment that 
contradicts the principle of equality before the law. In conclusion, legal harmonization 
through legal reform is needed. This study recommends revising the Military Court Law to 
exclude corruption crimes from the jurisdiction of the military courts and explicitly hand 
them over to the Corruption Court. To achieve this, it is recommended to establish a 
collaborative procedural legal mechanism between military investigators (POM TNI) and 
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civilian investigators (KPK/Prosecutor's Office), with prosecution and trial remaining within 
the Corruption Court, without the need for special approval, to ensure legal certainty, 
transparency, and accountability. 

 
Keywords: Conflict of Norms, Regulatory Harmonization, Military Courts, Corruption 

Courts, Legal Reform. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 
Fakultas Hukum Universitas Galuh 

Volume 14 
Nomor 1- Maret  2026 

 

109 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji disharmoni peraturan perundang-undangan antara Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 46 
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penanganan 
kasus korupsi yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
Permasalahan ini menciptakan ketidakpastian hukum, seperti yang terlihat pada kasus 
korupsi di Basarnas tahun 2023 yang pada akhirnya menimbulkan konflik tarik menarik 
yurisdiksi antara KPK dan Puspom TNI atas kewenangannya. konflik kedua undang-
undang yang bersifat lex specialis ini dipicu oleh penggunaan metode  pendekatan yang 
berbeda, antara lain pendekatan subjek (pelaku) oleh peradilan militer dan pendekatan 
objek (tindak pidana) oleh Pengadilan Tipikor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 
normatif dengan data sekunder berupa undang-undang, buku, dan jurnal, serta data 
primer dari wawancara, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa konflik norma tersebut menimbulkan implikasi negatif, termasuk potensi impunitas, 
hambatan dalam pemberantasan korupsi, dan diskriminasi perlakuan hukum yang 
bertentangan dengan prinsip equality before the law. 
Sebagai kesimpulan, diperlukan harmonisasi hukum dengan cara pembaruan hukum. 
Penelitian ini menyarankan agar Undang-Undang Peradilan Militer direvisi 
untuk mengecualikan tindak pidana korupsi dari yurisdiksi peradilan militer dan secara 
eksplisit menyerahkannya kepada Pengadilan Tipikor. Untuk mewujudkan hal ini, 
disarankan pembentukan mekanisme hukum acara kolaboratif antara penyidik militer 
(POM TNI) dan sipil (KPK/Kejaksaan) dengan penuntutan dan peradilan tetap berada di 
Pengadilan Tipikor, tanpa perlu persetujuan khusus, untuk menjamin kepastian hukum, 
transparansi, dan akuntabilitas. 

Kata Kunci: Konflik Norma, Harmonisasi Peraturan, Peradilan Militer, Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi, Pembaruan Hukum. 

 

I. Pendahuluan 

Indonesia sebagai suatu negara memerlukan perlindungan dari segala ancaman 

baik secara internal maupun eksternal. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki 

peran sentral sebagai alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan 

wilayah dan keselamatan negara, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan (Pemerintah RI, 2004). 

Eksistensi TNI dalam kenegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa TNI adalah warga negara yang disiapkan 

dan bersenjata untuk menjalankan tugas-tugas pertahanan negara terhadap ancaman 

militer dan ancaman bersenjata. TNI memiliki kekhasan tersendiri sebagai angkatan 

perang yaitu berlakunya sistem komando atau hirarki yang ketat antara masing-

masing anggotanya untuk menjaga solidaritas, selain itu TNI juga dibekali dengan 
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keahlian dalam menggunakan senjata sehingga memiliki kewenangan yang berbeda 

dengan masyarakat sipil. Dengan demikian untuk menjamin terlaksananya tugas 

berneìgara dan me ìnjaga keìweìnangan teìrseìbut tidak disalahgunakan, dibeìntuk 

peìraturan khusus yang hanya beìrlaku bagi TNI yaitu Hukum Militeìr. 

Hukum Militeìr hanya beìrlaku keìpada subjeìk yang meìrupakan anggota TNI, 

dalam hukum militeìr teìrseìbut meìncakup hukum pe ìrang, hukum disiplin militeìr, hukum 

tata usaha militeìr, hukum peìrdata militeìr, hukum pidana militeìr, dan hukum acara 

militeìr (Deìwi & Triadi, 2023). Tindak pidana militeìr dibeìdakan meìnjadi tindak pidana 

militeìr murni (zuiveìr militaireì deìlict) dan tindak pidana militeìr campuran (geìrmeìngdeì 

militaireì deìlict) (Amu, 2021). Hukum pidana militeìr murni meìncakup tindak pidana 

yang sifatnya keìmiliteìran seìpeìrti deìseìrsi, insubordinasi, tindak pidana me ìninggalkan 

pos peìnjagaan, dan lainnya. Tindak pidana militeìr campuran me ìncakup tindak pidana 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (seìlanjutnya diseìbut KUHP) 

dan tindak pidana lainnya yang diatur diluar KUHP yang sifatnya bukan ke ìmiliteìran. 

Hukum pidana militeìr meìrupakan hukum yang beìrsifat khusus (leìx speìcialis) kareìna 

beìrlaku seìcara khusus hanya ke ìpada subjeìk hukumnya te ìrteìntu atau peìrbuatan 

teìrteìntu yang hanya dapat dilakukan oleìh subjeìk hukum teìrteìntu (Said, 2008). 

Peìmbeìntukan hukum pidana militeìr ini beìrtujuan untuk me ìwujudkan keìteìrtiban 

dan keìpastian hukum di lingkungan militeìr. Peìngaturan meìngeìnai seìtiap larangan dan 

sanksinya diatur dalam hukum pidana milite ìr mateìril, untuk dapat dilaksanakannya 

hukum pidana militeìr mateìril teìrseìbut maka dipeìrlukan suatu me ìkanisme ì 

peìlaksanaannya yang diatur dalam hukum pidana milite ìr formil atau dikeìnal deìngan 

hukum acara pe ìradilan militeìr yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 teìntang 

Peìradilan Militeìr (seìlanjutnya diseìbut UU Peìradilan Militeìr). Beìrdasarkan Pasal 9 UU 

Peìradilan Militeìr, Peìngadilan Militeìr meìmiliki keìweìnangan untuk me ìngadili seìluruh 

tindak pidana yang dilakukan oleìh prajurit TNI, baik tindak pidana umum maupun 

khusus, teìrmasuk tindak pidana korupsi.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

Teìntang Peìradilan Militeìr. 

Korupsi seìbagai keìjahatan luar biasa (eìxtra ordinary crime ìs) yang seìmpat 

meìrajaleìla di Indoneìsia dan meìmuncak pada tahun 1999, akibat kondisi te ìrseìbut 

peìmeìrintah seìmangat meìlakukan peìnceìgahan dan peìmbeìrantasan korupsi deìngan 

meìmbeìntuk leìmbaga khusus yang indeìpeìndeìn yaitu Komisi Peìmbeìrantasan Korupsi 

(seìlanjutnya diseìbut KPK) dan leìmbaga peìradilan khusus yaitu Peìngadilan Tindak 
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Pidana Korupsi. Beìrdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 teìntang 

Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi (seìlanjutnya diseìbut UU Peìngadilan Tipikor) yang 

meìnyatakan bahwa peìngadilan tindak pidana korupsi me ìrupakan satu-satunya 

peìngadilan yang beìrweìnang meìmeìriksa, meìngadili, dan me ìmutus peìrkara tindak 

pidana korupsi.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Teìntang Peìngadilan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Peìrmasalahan muncul ke ìtika tindak pidana korupsi dilakukan ole ìh prajurit TNI, 

kondisi ini me ìlibatkan 2 (dua) undang-undang yang beìrsifat khusus yaitu UU Pe ìradilan 

Militeìr dan UU Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi deìngan masing-masing peìndeìkatan 

yang beìrbeìda. Hal ini meìnjadi poleìmik yang teìrus beìrgulir dalam me ìneìntukan 

yurisdiksi peìradilan mana yang beìrlaku. Seìpeìrti contoh kasus korupsi yang dilakukan 

oleìh prajurit TNI aktif pada saat me ìnduduki jabatan sipil seìbagai Keìpala Basarnas 

pada tahun 2023. Kasus korupsi ini me ìrupakan peìneìrimaan suap teìrkait peìngadaan 

peìralatan deìteìksi korban reìruntuhan di lingkungan Basarnas (Rastika, 2023). Kasus 

korupsi teìrseìbut meìnyita peìrhatian masyarakat dan me ìnjadi peìrdeìbatan publik kareìna 

teìrjadinya tarik meìnarik yurisdiksi antara KPK de ìngan Puspom TNI me ìngeìnai 

keìweìnangan leìmbaganya masing-masing dalam me ìlakukan proseìs hukum teìrhadap 

peìlaku tindak pidana korupsi yang me ìrupakan prajurit TNI teìrseìbut. Hal ini beìrdampak 

pada teìrjadinya konflik norma (disharmoni) antara UU Pe ìradilan Militeìr dan UU 

Peìngadilan Tipikor seìhingga meìnimbulkan kondisi keìtidakpastian hukum me ìngeìnai 

leìmbaga mana yang beìrweìnang meìngadili peìlaku korupsi teìrseìbut, kondisi seìpeìrti ini 

seìjatinya beìrteìntangan deìngan neìgara Indoneìsia seìbagai neìgara hukum yang 

seìharusnya meìnjunjung tinggi nilai-nilai keìadilan, peìrsamaan di muka hukum dan 

keìpastian hukum. Oleìh kareìna itu, UU Peìradilan Militeìr yang beìrlaku saat ini 

meìrupakan undang-undang warisan zaman kolonial yang tidak peìrnah meìngalami 

peìrubahan dirasa sudah tidak reìleìvan deìngan peìrkeìmbangan kondisi masyarakat, 

baik dari seìgi budaya, eìkonomi, teìknologi dan sosial, seìhingga UU Peìradilan Militeìr 

peìrlu untuk dilakukan suatu peìmbaruan hukum yang se ìlaras deìngan peìrundang-

undangan lainnya agar tidak teìrjadi beìnturan atau konflik norma yang beìrteìntangan. 

 

II.Meìtodeì Peìneìlitian 

Peìneìlitian ini dilakukan deìngan meìtodeì peìneìlitian yuridis normatif, yaitu me ìtodeì 

peìneìlitian hukum yang me ìneìliti beìrdasarkan pada bahan pustaka seìbagai bahan 
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hukum utama, yang didalamnya me ìncakup data seìkundeìr dan data prime ìr. Adapun 

yang meìnjadi data seìkundeìr adalah konseìp-konseìp, teìori-teìori, asas-asas hukum, 

seìrta peìraturan peìrundang-undangan yang reìleìvan (Marzuki, 2008). Seìdangkan untuk 

data primeìr adalah data peìleìngkap dalam pe ìneìlitian ini yang dipeìroleìh dari hasil 

lapangan. 

Teìknik peìngumpulan data dalam pe ìneìlitian ini dilakukan deìngan cara meìtodeì 

peìneìlitian keìpustakaan yaitu me ìrujuk beìrbagai sumbeìr keìpustakaan seìpeìrti buku, 

jurnal, artikeìl ilmiah, dan lainnya (Suteìki & Taufani, 2022). Teìknik analisis yang 

digunakan adalah teìknik kualitatif, yaitu deìngan tidak me ìnggunakan angka-angka, 

meìlainkan dipeìroleìh deìngan beìrbagai cara se ìpeìrti obseìrvasi, wawancara, atau bahan 

teìrtulis seìpeìrti undang-undang, buku, dokume ìn dan lainnya yang seìjeìnis Suteìki & 

Taufani (2022) dan beìrkaitan deìngan hukum pidana, hukum pidana milite ìr, hukum 

acara pidana, dan upaya harmonisasi pe ìrundang-undangan. Peìneìliti meìnggunakan 

data seìkundeìr deìngan meìrujuk pada bahan hukum prime ìr seìpeìrti Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Teìntang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 

Tahun 2009 teìntang Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997 teìntang Peìradilan Militeìr. Sumbeìr yang digunakan seìbagai data 

seìkundeìr meìncakup buku-buku, peìneìlitian-peìneìlitian seìbeìlumnya, seìrta pandangan 

para pakar hukum te ìrkait deìngan tindak pidana korupsi dan hukum pidana milite ìr. 

Data primeìr dipeìroleìh meìlalui proseìs wawancara deìngan pihak-pihak atau 

narasumbeìr teìrkait khususnya meìngeìnai keìweìnangan meìngadili peìlaku tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleìh Prajurit TNI. Keìmudian keìseìluruhan data diolah deìngan 

cara dianalisis seìhingga dapat diaplikasikan untuk me ìmbeìrikan peìmeìcahan teìrhadap 

peìrmasalahan dalam pe ìneìlitian ini. 

 

III.Hasil dan Peìmbahasan 

Meìnurut Fockeìma Andreìaeì dalam Weìbsteìr Studeìnt Dictionary: 1960 kata korupsi 

beìrasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus (Nurtreìsna eìt al., 2022). Seìlanjutnya 

diseìbutkan bahwa  corruptio itu beìrasal pula dari kata asal corrumpeìreì, suatu kata 

Latin yang leìbih tua. Dari bahasa Latin itulah turun keì banyak bahasa Eropa seìpeìrti 

Inggris, yaitu Corruption, corrupt, Peìrancis yaitu  Corruptio, dan Beìlanda yaitu 

corruptieì (korruptieì) yang keìmudian diseìrap keìdalam bahasa Indoneìsia meìnjadi 

“Korupsi” (DJPB, 2018).  
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Istilah korupsi yang teìlah diteìrima dalam pe ìrbeìndaharaan kata bahasa Indoneìsia 

disimpulkan oleìh Poeìrwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indoneìsia: “Korupsi 

adalah peìrbuatan yang buruk seìpeìrti peìnggeìlapan uang, peìneìrimaan uang sogok dan 

seìbagainya”(Poeìrwadarminta, 2005). Meìnurut Kamus Be ìsar Bahasa Indoneìsia 

(KBBI), Korupsi adalah peìnyeìleìweìngan atau pe ìnyalahgunaan uang neìgara untuk 

keìuntungan pribadi atau orang lain. Baharuddin Lopa me ìndeìfinisikan korupsi adalah 

tindakan yang teìrmasuk seìbagai tindak pidana deìngan meìlakukan peìnyuapan, 

manipulasi, dan peìrbuatan meìlawan hukum lainnya yang beìrdampak pada keìrugian 

keìuangan neìgara, keìseìjahteìraan umum, dan me ìrusak peìreìkonomian neìgara (Wati, 

2024) Peìngeìrtian korupsi me ìnurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 te ìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Korupsi adalah tindakan me ìlawan hukum de ìngan maksud me ìmpeìrkaya diri seìndiri, 

orang lain, atau korupsi yang beìrakibat meìrugikan neìgara atau peìreìkonomian neìgara. 

Tindak pidana korupsi me ìrupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleìh 

seìmua subjeìk hukum baik peìrorangan maupun korporasi, tidak hanya sipil namun juga 

dapat dilakukan oleìh kalangan Prajurit TNI.  Indoneìsia seìbagai suatu neìgara 

beìrkeìwajiban untuk me ìnceìgah dan meìmbeìrantas tindak pidana korupsi deìmi 

keìseìlamatan peìreìkonomian dan keìseìjahteìraan rakyatnya. Indoneìsia yang meìrupakan 

neìgara hukum maka se ìgala seìsuatunya harus be ìrlandaskan atas hukum (Asshiddiqieì, 

2012), maka peìngaturan meìngeìnai tindak pidana korupsi dibeìntuk di seìtiap leìmbaga-

leìmbaga neìgara seìbagai beìntuk peìnceìgahan dan pe ìmbeìrantasan atas tindak pidana 

yang dianggap luar biasa dan me ìmbutuhkan upaya eìxtra dalam meìnanggulanginya, 

seìhingga tidak jarang teìrjadinya tumpang tindih, beìnturan, atau keìtidakseìlarasan 

antara norma hukum yang satu de ìngan yang lainnya di antar leìmbaga neìgara. Oleìh 

kareìna itu peìrlu dilaksanakannya suatu harmonisasi pe ìrundang-undangan deìmi 

teìrciptanya keìpastian hukum. 

Istilah harmonisasi hukum dipeìrkeìnalkan pada tahun 1992 dalam kajian ilmu 

hukum di Je ìrman. Dalam kajian ilmu hukum te ìrseìbut meìnunjukan bahwa te ìrdapat 

banyak keìaneìkaragaman dalam dunia hukum khususnya te ìrkait keìbijakan peìmeìrintah 

yang tidak me ìnutup keìmungkinan teìrjadinya disharmoni (Sayuna, 2004). Harmonisasi 

peìraturan peìrundang-undangan dapat diartikan seìbagai proseìs peìnyeìlarasan atau 

peìnyeìrasian peìraturan peìrundang-undangan agar peìraturan teìrseìbut tidak tumpang 
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tindih atau beìrbeìnturan deìngan undang-undang lainnya seìhingga seìsuai prinsip-

prinsip hukum dan peìraturan peìrundang-undangan yang baik (Rochim, 2014). 

Meìnurut L.M. Gandhi yang me ìngutip buku tusseìn eìeìnheìid eìn veìrscheìideìnheìid: 

Opsteìlleìn oveìr harmonisiatie ì instaat eìn beìstuureìcht (1998), Harmonisasi hukum 

meìncakup peìnyeìsuaian keìputusan hakim, siste ìm hukum, asas-asas hukum deìngan 

tujuan keìpastian hukum, ke ìadilan dan ke ìsatuan hukum. Harmonisasi hukum 

meìrupakan keìgiatan ilmiah seìcara teìrtulis yang meìngacu pada nilai-nilai filosofis, 

sosiologis, eìkonomis maupun yuridis (Suhartono, 2011). L.M. Gandhi beìrpeìndapat, 

disharmoni hukum dapat teìrjadi pada norma umum se ìpeìrti peìrbeìdaan tujuan, asas, 

sisteìm hukum, seìrta keìweìnangan organisasi. 

Salah satu disharmoni peìrundang-undangan yang teìrjadi yaitu konflik norma 

yang meìngatur keìweìnangan meìngadili peìlaku tindak pidana korupsi antara Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 teìntang Peìradilan Militeìr deìngan Undang-Undang 

Nomor 46 Tahun 2009 teìntang Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Konflik norma antara UU Peìradilan Militeìr dan UU Peìngadilan Tipikor beìrakar 

pada peìrbeìdaan filosofi, tujuan dan pe ìndeìkatan yang digunakan dalam 

peìmbeìntukannya, di mana Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 teìntang Peìradilan 

Militeìr dibeìntuk untuk me ìnjaga disiplin, inteìgritas, dan profeìsionalismeì militeìr, deìngan 

fokus pada tindak pidana yang beìrkaitan deìngan tugas keìmiliteìran atau dapat 

dikatakan tindak pidana militeìr murni. Yurisdiksi eìksklusif di peìradilan militeìr adalah 

untuk meìmpeìrtahankan keìkhususan sisteìm peìradilan militeìr. 

Peìndeìkatan yang digunakan dalam pe ìrundang-undangan militeìr adalah 

peìndeìkatan subjeìk (jurisdiction oveìr theì subjeìct) atau deìngan kata lain yang dilihat 

adalah peìlaku tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 9 UU Pe ìradilan Militeìr yang 

meìnyatakan bahwa: 

“Peìngadilan dalam lingkungan peìradilan militeìr beìrweìnang: 

1. Meìngadili tindak pidana yang dilakukan ole ìh seìseìorang yang pada waktu 

meìlakukan tindak pidana adalah: 

a. Prajurit; 

b. yang beìrdasarkan undang-undang deìngan Prajurit; 
c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang 

dipeìrsamakan atau dianggap seìbagai Prajurit beìrdasarkan undang-
undang; 
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d. seìseìorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c 
teìtapi atas Keìputusan Panglima de ìngan peìrseìtujuan Meìnteìri Keìhakiman 

harus diadili oleìh suatu Peìngadilan dalam lingkungan peìradilan militeìr. 

UU Peìradilan Militeìr meìnjadi hukum yang khusus (leìx speìcialis) kareìna beìrlaku 

seìcara khusus teìrhadap subje ìk hukum teìrteìntu atau peìrbuatan yang hanya dapat 

dilakukan oleìh subjeìk hukum teìrteìntu, dalam hal ini adalah anggota TNI. 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 te ìntang Peìngadilan Tindak Pidana 

Korupsi dibeìntuk seìbagai reìspons teìrhadap tingginya angka korupsi di Indone ìsia, 

deìngan tujuan me ìmbeìrantas korupsi seìcara kompreìheìnsif dan meìnjamin akuntabilitas 

seìtiap warga neìgara yang teìrlibat dalam tindak pidana korupsi, tanpa me ìmandang 

status. Peìndeìkatan yang digunakan dalam undang-undang ini adalah peìndeìkatan 

beìntuk tindak pidananya (jurisdiction oveìr theì offeìnceìs) atau deìngan kata lain yang 

dilihat adalah peìrbuatannya yaitu tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 5 

UU Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi yang me ìnyatakan bahwa: “Peìngadilan Tindak 

Pidana Korupsi me ìrupakan satu-satunya peìngadilan yang beìrweìnang meìmeìriksa, 

meìngadili, dan me ìmutus peìrkara tindak pidana korupsi” 

Undang-Undang anti korupsi juga dikateìgorikan seìbagai hukum yang khusus (leìx 

speìcialis) kareìna beìrlaku seìcara khusus teìrhadap peìrbuatan pidana teìrteìntu yang 

diatur di luar KUHP.  

Konflik muncul keìtika Prajurit TNI me ìlakukan tindak pidana korupsi. Hal ini 

meìrupakan fe ìnomeìna beìnturan norma yang sama-sama meìmiliki sifat leìx speìcialis. 

Seìpeìrti contoh pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan ole ìh Marseìkal Madya 

TNI Heìnri Alfiandi yang pada saat itu me ìnduduki jabatan seìbagai Keìpala Basarnas 

dan Koordinator Administrasi (Koorsim) Kabasarnas RI Leìtkol Adm Afri Budi 

Cahyanto. Kasus ini beìrawal dari teìrtangkapnya oknum TNI teìrseìbut oleìh KPK yang 

seìdang meìlaksanakan Opeìrasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus korupsi yang 

meìlibatkan oknum TNI ini beìrupa peìnyuapan peìngadaan proyeìk alat deìteìksi korban 

reìruntuhan di lingkungan Basarnas. Marseìkal Madya TNI Heìnri Alfiandi (Kabasarnas) 

dan Leìtkol Adm Afri Budi Cahyanto (Koorsim Basarnas) diduga meìneìrima suap dari 

MG (Mulsunadi Gunawan) Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Seìjati (MGCS); 

MR (Marilya) Direìktur Utama PT Inteìrteìkno Grafika Seìjati (IGS); RA (Roni Aidil) 

Direìktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU). Marseìkal Madya TNI Heìnri Alfiandi 

diduga meìneìrima suap leìbih dari Rp 88 miliar, hal ini dipeìroleìh dari seìjumlah proyeìk 
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peìngadaan di Basarnas tahun 2021 hingga 2023. Uang suap teìrseìbut diseìbut seìbagai 

“dana komando” untuk meìmeìnangkan peìrusahaan-peìrusahaan teìrteìntu dalam 

peìmilihan teìndeìr proyeìk di Basarnas (Rastika, 2023). 

Hal yang meìnarik peìrhatian masyarakat dari kasus diatas, adanya poleìmik yang 

teìrjadi antara leìmbaga KPK deìngan Puspom TNI, yaitu teìrjadinya peìrteìntangan 

keìweìnangan pada saat peìneìtapan status teìrsangka teìrhadap prajurit TNI yang teìrlibat 

dalam OTT teìrseìbut yaitu Marseìkal Madya TNI Heìnri Alfiandi dan Koordinator 

Administrasi (Koorsim) Kabasarnas RI Leìtkol Adm Afri Budi Cahyanto. KPK 

meìneìtapkan keìduanya seìbagai teìrsangka kareìna teìrlibat dalam kasus korupsi, namun 

Puspom TNI beìrpeìndapat bahwa hal teìrseìbut keìliru, bukan keìweìnangan KPK dalam 

meìneìntukan status teìrsangka Prajurit TNI teìrseìbut meìlainkan keìweìnangan Puspom 

TNI meìlihat keìduanya meìrupakan subjeìk hukum peìradilan militeìr. Meìskipun korupsi 

bukanlah tindak pidana militeìr murni, UU Pe ìradilan Militeìr teìtap meìnyatakan 

beìrweìnang dalam me ìnangani kasus korupsi kabasarnas te ìrseìbut kareìna yang 

dipeìrhatikan adalah peìlaku tindak pidana korupsi teìrseìbut (subjeìk hukum) yang 

meìrupakan prajurit TNI aktif maka dapat me ìnjadi keìweìnangan peìradilan militeìr 

seìbagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pe ìradilan Militeìr, hal ini beìrteìntangan deìngan 

seìmangat UU Tipikor yang ingin me ìnyeìragamkan peìnanganan korupsi di bawah satu 

atap yakni Peìngadilan Tipikor. 

Pada akhirnya kasus korupsi di lingkungan Basarnas yang dilakukan oleìh keìdua 

Prajurit TNI teìrseìbut diseìrahkan oleìh KPK keìpada Puspom TNI dan diadili di 

Peìngadilan Militeìr Tinggi II Jakarta. Seìlain kasus korupsi Kabasarnas, teìrdapat kasus-

kasus korupsi teìrdahulu yang dilakukan oleìh prajurit TNI dan diadili di Peìngadilan 

Militeìr, seìpeìrti kasus korupsi di Badan Keìamanan Laut Reìpublik Indoneìsia (Bakamla) 

tahun 2016 oleìh prajurit TNI AL dan kasus korupsi peìnyeìleìweìngan dana alutsista di 

keìmeìnteìrian peìrtahanan peìriodeì 2010-2014 oleìh Brigjeìn Teìddy Heìrnayadi. Hal ini 

meìmpeìrkuat eìksisteìnsi peìngadilan militeìr dalam meìngadili kasus korupsi dan 

beìrteìntangan deìngan marwah Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi seìbagai peìnghapus 

dualismeì peìradilan tipikor. 

Meìnurut peìnulis, konflik norma yang dibiarkan te ìrus meìneìrus ini meìnimbulkan 

beìbeìrapa implikasi neìgatif, yaitu 1) Keìtidakpastian Hukum deìngan adanya dua 

leìmbaga peìradilan yang beìrpoteìnsi meìmiliki yurisdiksi atas kasus yang sama 

meìnciptakan keìbingungan dan inkonsisteìnsi dalam peìneìgakan hukum, 2) Poteìnsi 
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Impunitas, dalam prose ìs peìradilan militeìr teìrkadang dianggap kurang transparan dan 

akuntabeìl dibandingkan peìradilan umum, yang beìrpoteìnsi meìmbuka ceìlah bagi 

impunitas, teìrutama dalam kasus korupsi de ìngan skala beìsar, 3) Hambatan 

Peìmbeìrantasan Korupsi kareìna keìbeìradaan dua jalur peìradilan meìmpeìrumit 

koordinasi antar peìneìgak hukum (Polri, Keìjaksaan, KPK, POM TNI), me ìnghambat 

peìrtukaran informasi, dan me ìmpeìrlambat proseìs peìnanganan kasus korupsi yang 

meìlibatkan militeìr, 4) Diskriminasi Peìrlakuan Hukum yang meìnimbulkan peìrseìpsi 

bahwa anggota militeìr meìndapatkan peìrlakuan hukum yang beìrbeìda dalam kasus 

korupsi dibandingkan warga sipil, yang be ìrteìntangan deìngan konseìp neìgara hukum 

yaitu prinsip peìrsamaan di hadapan hukum (eìquality beìforeì theì law). 

Beìrdasarkan contoh nyata kasus di atas, peìnulis beìrpeìndapat bahwa pe ìrlu 

adanya peìmbaruan teìrhadap undang-undang peìradilan militeìr meìngingat undang-

undang peìradilan militeìr yang saat ini beìrlaku beìlum peìrnah dilakukan peìrubahan 

seìhingga jika dikaitkan deìngan kondisi masyarakat dan peìrkeìmbangan hukum saat ini 

undang-undang peìradilan militeìr sudah tidak re ìleìvan. Peìmbaruan undang-undang ini 

beìrtujuan untuk me ìngharmoniskan undang-undang peìradilan militeìr deìngan undang-

undang peìngadilan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan deìngan reìformasi 

leìgislasi, yaitu upaya untuk me ìningkatkan kualitas proseìs peìmbeìntukan peìraturan 

peìrundang-undangan deìngan tujuan me ìnciptakan peìraturan yang leìbih baik, eìfeìktif, 

dan tidak tumpang tindih deìngan peìraturan peìrundang-undangan lainnya. 

Meìnyamakan peìrspeìktif peìndeìkatan yang heìndak digunakan seìbagai 

peìmbaruan hukum di undang-undang peìradilan militeìr dan undang-undang peìngadilan 

tindak pidana korupsi me ìnjadi kunci dasar agar tidak teìrjadinya peìrteìntangan antar 

undang-undang. Saat ini yang digunakan oleìh UU peìradilan militeìr adalah peìndeìkatan 

subjeìk yaitu meìlihat siapa yang me ìlakukan peìrbuatan pidananya yang pada akhirnya 

meìneìntukan keìweìnangan peìradilan militeìr atau umum, se ìdangkan UU Peìngadilan 

Tindak Pidana Korupsi me ìnggunakan peìndeìkatan objeìk, yaitu meìlihat pada peìrbuatan 

apa yang dilakukan dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi yang me ìnjadi 

keìweìnangan peìngadilan tipikor. Deìngan deìmikian, maka disharmoni antar undang-

undang ini akan teìrus beìrlangsung. 

Apabila peìrubahan atau peìmbaruan undang-undang peìradilan militeìr khususnya 

meìngeìnai tindak pidana korupsi yang heìndak digunakan adalah teìtap peìndeìkatan 

subjeìk maka apabila kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleìh Prajurit TNI akan 
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teìtap meìnjadi keìweìnangan dari peìngadilan militeìr, namun hal ini beìrteìntangan deìngan 

seìmangat dan tujuan awal peìmbeìntukan UU Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan UU Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu me ìnghilangkan dualisme ì dalam 

meìngadili peìlaku korupsi. Namun, apabila pe ìmbaruan UU Pe ìradilan Militeìr akan 

beìrgeìseìr pada peìndeìkatan objeìk, maka jika prajurit TNI me ìlakukan tindak pidana 

korupsi meìnjadi keìweìnangan dari peìngadilan tindak pidana korupsi, hal ini teìntunya 

akan seìjalan deìngan seìmangat yang dibangun peìmeìrintah dalam me ìnceìgah dan 

meìmbeìrantas korupsi. 

Peìmbaruan undang-undang peìradilan militeìr dilakukan untuk me ìngeìcualikan 

tindak pidana korupsi dari yurisdiksi absolut peìradilan militeìr kareìna korupsi bukan 

deìlik keìmiliteìran (Hamzah, 2005). Peìmbaruan undang-undang peìradilan militeìr yang 

seìcara eìksplisit meìnyeìrahkan peìnanganan kasus korupsi yang me ìlibatkan anggota 

militeìr keìpada Peìngadilan Tipikor. Hal ini agar me ìmbeìrikan keìpastian hukum pada 

masyarakat dan me ìmpeìrkuat eìksisteìnsi peìngadilan tindak pidana korupsi seìbagai 

satu-satunya peìngadilan yang beìrweìnang meìngadili tindak pidana korupsi atau 

beìrsifat mutlak tanpa teìrkeìcuali, teìrmasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleìh 

anggota militeìr, seìbagaimana te ìlah teìrcantum dalam Pasal 5 Undang-Undang 

Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi yang me ìnyatakan Pe ìngadilan Tindak Pidana 

Korupsi seìbagai satu-satunya leìmbaga peìradilan yang beìrweìnang meìmeìriksa, 

meìngadili, dan me ìmutus peìrkara tindak pidana korupsi. 

Seìlain peìmbaruan seìcara normatif me ìngeìnai peìmbatasan yurisdiksi me ìngadili 

peìradilan militeìr, juga peìrlu dilakukan peìmbaruan te ìrhadap meìkanismeì hukum 

acaranya agar dapat diimpleìmeìntasikan deìngan baik. Peìmbaruan hukum acara dalam 

meìnangani peìlaku tindak pidana korupsi yang dilakukan ole ìh anggota militeìr dapat 

deìngan dibeìntuknya suatu me ìkanismeì transisi yang je ìlas atau keìteìntuan khusus yang 

meìngatur bagaimana kasus korupsi yang me ìlibatkan militeìr ditangani seìcara 

kolaboratif antara peìnyidik militeìr (POM TNI) dan sipil (KPK/Ke ìjaksaan), namun 

deìngan peìnuntutan dan peìradilan di Peìngadilan Tipikor. 

Dalam hukum acara pidana saat ini seìbeìnarnya teìlah dibeìrikan sarana beìrupa 

meìkanismeì peìradilan koneìksitas yang diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 teìntang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Teìntang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Peìradilan koneìksitas yaitu apabila suatu tindak pidana dilakukan se ìcara beìrsama-
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sama oleìh orang yang tunduk pada yurisdiksi peìradilan militeìr deìngan orang yang 

tunduk pada yurisdiksi peìradilan umum seìhingga proseìs peìmeìriksaannya meìlibatkan 

peìnyidik TNI deìngan peìnyidik peìradilan umum, dan dalam hal me ìneìntukan peìradilan 

militeìr atau sipil yang beìrweìnang meìngadili deìngan meìlihat titik beìrat keìrugian yang 

ditimbulkan. Pada praktiknya peìradilan koneìksitas seìring tidak beìrjalan seìhingga 

dilakukan seìcara teìrpisah (splitsing) seìsuai yurisdiksi peìradilannya masing-masing 

dikareìnakan beìbeìrapa faktor yaitu tahapan yang beìgitu rumit dan me ìmakan waktu 

kareìna meìnunggu peìrseìtujuan Meìnteìri Peìrtahanan dan Keìamanan, seìrta peìrseìtujuan 

Meìnteìri Keìhakiman dalam hal me ìneìntukan peìradilan mana yang beìrweìnang (Sagala, 

2023), sulitnya koordinasi antar leìmbaga yang te ìrlibat proseìs peìmeìriksaan, seìrta tidak 

beìrjalannya tim gabungan yang te ìlah diteìtapkan oleìh undang-undang meìnjadi 

peìrtimbangan peìradilan koneìksitas tidak diimple ìmeìntasikan deìngan baik (Sagala, 

2023). 

Peìmbaruan hukum te ìrhadap Undang-Undang Peìradilan Militeìr deìngan 

meìmbeìntuk meìkanismeì hukum acara kolaboratif yaitu proseìs peìnyeìleìsaian peìrkara 

tindak pidana korupsi yang dilakukan ole ìh Prajurit TNI deìngan meìnitik beìratkan pada 

koordinasi dan kolaborasi antar aparat pe ìneìgak hukum di lingkungan milite ìr deìngan 

leìmbaga KPK. Teìrkait meìnjalankan proseìs hukumnya diadili di Peìngadilan Tindak 

Pidana Korupsi tanpa peìrlu peìrseìtujuan Meìnteìri Peìrtahanan dan Keìamanan, seìrta 

peìrseìtujuan Meìnteìri Keìhakiman atas dasar prinsip peìradilan ceìpat dan tidak beìrbeìlit-

beìlit. Deìngan kata lain, dibeìrikannya weìweìnang seìpeìnuhnya keìpada peìngadilan 

tindak pidana korupsi, kareìna seìbeìnarnya jika me ìrujuk pada pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa TNI 

masuk keì dalam peìgawai neìgeìri seìhingga TNI meìrupakan subje ìk hukum tindak 

pidana korupsi yang me ìrupakan keìweìnangan mutlak KPK.(Bonaprapta, 2023) Dari 

kacamata hukum, KPK juga se ìharusnya dibeìrikan keìweìnangan peìnuh teìrhadap 

peìnceìgahan dan peìmbeìrantasan korupsi di Instansi TNI kareìna TNI teìtap harus 

dipeìrlakukan sama deìngan anggota masyarakat sipil seìbagaimana prinsip neìgara 

hukum yaitu pe ìrsamaan di hadapan hukum (eìquality beìforeì theì law) (Jamaludin, 

2024). 

Meìkanismeì kolaboratif ini dibeìntuk seìcara peìrmaneìn yang dilaksanakan seìcara 

langsung, adapun peìngaturan meìngeìnai meìkanismeì ini dituangkan dalam be ìntuk 

Undang-Undang. Seìlain itu, peìrlu dipeìrsiapkan deìngan meìmpeìrkuat keìrjasama formal 
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(MoU) antara KPK, Keìjaksaan Agung, Polri, dan TNI (teìrutama Puspom TNI) dalam 

peìnanganan kasus korupsi. MoU ini harus me ìncakup meìkanismeì peìnyeìlidikan 

beìrsama, peìrtukaran informasi, dan peìnyeìrahan peìrkara. 

Meìlalui harmonisasi yang kompre ìheìnsif teìrhadap undang-undang peìradilan 

militeìr dan undang-undang peìngadilan tindak pidana korupsi diharapkan dapat 

dilakukannya suatu peìmbaruan hukum yang me ìnjadi jawaban atas ke ìbutuhan sisteìm 

hukum pidana khususnya me ìngeìnai prajurit TNI yang me ìlakukan tindak pidana 

korupsi, me ìmbeìrikan keìjeìlasan dan keìpastian hukum atas pe ìneìgakan hukum 

teìrhadap tindak pidana korupsi teìrmasuk yang meìlibatkan anggota militeìr, 

meìwujudkan sisteìm hukum yang transparan, akuntabeìl, dan beìrkeìadilan, seìhingga 

seìmakin meìmpeìrkuat keìpeìrcayaan publik teìrhadap sisteìm hukum Indone ìsia. 

 

IV.Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

Sisteìm hukum di Indoneìsia seìringkali meìnghadapi masalah tumpang tindih 

aturan, teìrutama antara Peìradilan Militeìr dan Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor). Konflik ini teìrjadi saat ada anggota TNI yang teìrlibat kasus korupsi. 

Undang-Undang Peìradilan Militeìr meìngatur bahwa prajurit harus diadili di 

lingkungan peìradilan militeìr, teìrmasuk untuk kasus korupsi. Namun, di sisi lain, 

UU Tipikor meìneìgaskan bahwa se ìmua peìlaku korupsi, tanpa teìrkeìcuali, harus 

diadili di Peìngadilan Tipikor. Tumpang tindih keìweìnangan ini 

meìnciptakan  keìtidakpastian hukum, beìrpoteìnsi meìnimbulkan impunitas (peìlaku 

lolos dari hukuman), dan meìnghambat upaya peìmbeìrantasan korupsi seìcara 

eìfeìktif. Oleìh kareìna itu, harmonisasi peìraturan adalah hal yang sangat peìnting. 

Harmonisasi adalah proseìs peìnyeìlarasan peìraturan agar tidak tumpang tindih 

dan seìsuai deìngan prinsip hukum yang baik. Disharmoni ini teìrjadi kareìna 

peìrbeìdaan filosofi peìmbeìntukan keìdua undang-undang yaitu UU Peìradilan 

Militeìr beìrfokus pada peìlaku (subjeìk), seìmeìntara UU Tipikor beìrfokus pada 

peìrbuatan (obje ìk) yaitu tindak pidana korupsi. Harmonisasi peìrundang-undangan 

dilakukan bukan hanya deìmi keìpastian hukum, tapi juga untuk 

meìmastikan keìseìtaraan di mata hukum dan akuntabilitas bagi seìmua warga 

neìgara, teìrmasuk anggota TNI. Konflik norma ini, seìpeìrti yang teìrlihat 

pada kasus korupsi di Basarnas pada tahun 2023 yang pe ìlakunya meìrupakan 
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anggota TNI aktif berdampak pada tarik menarik yurisdiksi antara Puspom TNI 

dan KPK berakibat menimbulkan keìtidakpastian hukum kareìna adanya dua 

leìmbaga yang beìrweìnang, terhambatnya peìmbeìrantasan korupsi akibat rumitnya 

koordinasi antar peìneìgak hukum, kekhawatiran publik atas poteìnsi 

impunitas kareìna proseìs peìradilan militeìr dilakukan oleh sesama anggota TNI 

sehingga tidak ada kontrol dari luar instansi tersebut dan menimbulkan 

pandangan di masyarakat bahwa adanya diskriminasi terkait penanganan 

perkara tindak pidana korupsi dimana pelaku korupsi selain anggota TNI 

ditangani oleh KPK lalu diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkan 

pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan anggota TNI ditangani oleh 

internal lingkungan militer dan diadili di peradilan militer, hal ini dapat dikatakan 

beìrteìntangan deìngan prinsip keìseìtaraan (eìquality beìforeì theì law). 

4.2. Saran 

Peìmeìrintah dan Deìwan Peìrwakilan Rakyat (DPR) peìrlu seìgeìra meìreìvisi 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 teìntang Peìradilan Militeìr. Reìvisi ini harus 

seìcara teìgas meìngeìcualikan tindak pidana korupsi dari yurisdiksi absolut 

peìradilan militeìr. Seìbaliknya, peìnanganan kasus korupsi yang me ìlibatkan 

anggota militeìr harus seìcara eìksplisit diseìrahkan keìpada Peìngadilan Tindak 

Pidana Korupsi (Tipikor) seìhingga dapat me ìmpeìrkuat posisi Pe ìngadilan Tipikor 

seìbagai satu-satunya leìmbaga yang beìrweìnang meìngadili peìrkara korupsi, 

seìsuai deìngan seìmangat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang 

beìrsifat leìx speìcialis. 

Seìlain reìvisi undang-undang, peìnting untuk meìmbeìntuk meìkanismeì hukum 

acara yang je ìlas dan meìngeìdeìpankan meìkanismeì kolaboratif dalam meìnangani 

kasus korupsi yang me ìlibatkan militeìr namun teìtap meìnjadi keìweìnangan mutlak 

KPK dan diadili di Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat diwujudkan 

meìlalui peìmbeìntukan keìteìntuan khusus yang meìngatur bagaimana pe ìnyidikan 

dilakukan seìcara beìrsama antara peìnyidik militeìr (POM TNI) dan sipil (Komisi 

Peìmbeìrantasan Korupsi/KPK dan Keìjaksaan), seìrta peìnguatan keìrjasama formal 

(MoU) antara KPK, Ke ìjaksaan Agung, Ke ìpolisian Reìpublik Indoneìsia (Polri), dan 

TNI (teìrutama Pusat Polisi Militeìr TNI). MoU ini harus me ìncakup protokol yang 

jeìlas meìngeìnai peìnyeìlidikan beìrsama, peìrtukaran informasi yang e ìfisieìn, dan 

proseìdur peìnyeìrahan peìrkara dari peìnyidik militeìr keì jaksa peìnuntut umum di 
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Peìngadilan Tindak Pidana Korupsi. Meìskipun ada koordinasi dalam pe ìnyidikan, 

peìnuntutan namun peìradilan teìtap harus dilakukan di Peìngadilan Tindak Pidana 

Korupsi untuk meìmastikan teìrlaksananya asas peìrsamaan di muka hukum 

(eìquality beìforeì theì law), transparansi, dan akuntabilitas dalam me ìmbeìrantas 

tindak pidana korupsi 
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